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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pertanggungjawaban pihak bank terhadap kasus 

card trapping yang dialami oleh nasbah dan untuk 

mengetahui peran Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan terhadap pihak bank yang tidak 

bertanggungjawab atas kasus card trapping yang 

dialami oleh nasabah. Metode yang digunakan 

adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan 

yaitu: 1. Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap 

pertanggungjawaban, bank wajib menanggung 

kerugian nasabah berdasarkan KUHPerdata (Pasal 

1365 dan 1367), Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, dan POJK 

Nomor 6/POJK.07/2022. Bank harus 

membuktikan penerapan standar keamanan yang 

memadai. Jika ditemukan kelalaian, bank 

berkewajiban memberikan ganti rugi, baik berupa 

ganti rugi materiil, kompensasi immateriil, 

maupun ganti rugi penghukuman (punitive 

damages) sebagai bentuk pertanggungjawaban 

preventif dan represif. 2. Peran Bank Indonesia 

dan Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus card 

trapping yang dialami oleh nasabah seperti 

penyelesaian pengaduan nasabah, menegakkan 

regulasi, serta memberikan sanksi kepada bank 

yang lalai melindungi nasabah. Melalui 

koordinasi yang sinergis, seperti pertukaran data, 

penyusunan regulasi bersama, dan kerja sama 

penanganan kasus, BI dan OJK dapat memperkuat 

perlindungan konsumen.  

 

Kata Kunci : bank, nasabah, card trapping 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan atau bank merupakan lembaga 

keuangan yang berperan penting dalam 

perekonomian dengan menyediakan berbagai 

pelayanan, seperti penghimpunan dana dari 

masyarakat, penyaluran kredit, dan berbagai jasa 

keuangan lainnya. Sebagai bagian dari sistem 
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keuangan yang strategis, operasional bank diawasi 

secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

yang bertugas memastikan bahwa kegiatan 

perbankan dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta 

menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem keuangan nasional. 

Bank menjadi sangat penting bagi 

kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya 

berbagai kejahatan perbankan menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat terkhususnya nasabah. 

Card Trapping adalah tindakan pencurian data 

kartu ATM atau debit dengan cara menyalin 

(membaca atau menyimpan) informasi yang 

terdapat pada strip magnetis secara ilegal. 

Ataupun dengan cara yang dilakukan oleh pelaku 

penipuan untuk mengambil fisik kartu dengan 

mengganjal lubang kartu di mesin ATM agar 

kartu nasabah dapat tersangkut dan dapat diambil 

alih, tujuannya adalah untuk mencuri dan 

mengambil dana serta data dari rekening nasabah. 

Tindakan pencurian data dan dana ini bisa terjadi 

di mesin ATM atau mesin Electronic Data 

Capture (EDC). Biasanya, pelaku memasang alat 

pembaca data (perangkat skimmer) yang tidak 

terlihat pada mesin ATM atau mesin 

pembayaran.5 

Dengan semakin pesatnya perkembangan 

globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan, termasuk sektor perbankan, muncul 

berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas 

Masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah 

hadirnya mesin Anjungan Tunai Mandiri/ 

Automatic Teller Machine (ATM), yang menjadi 

solusi praktis untuk berbagai kebutuhan transaksi 

keuangan. ATM  adalah teknologi yang 

digunakan bank untuk memudahkan nasabah 

melakukan transaksi mandiri, seperti tarik tunai, 

membayar tagihan, dan transfer antar bank.6 

ATM kini telah berkembang menjadi salah 

satu alat pembayaran yang paling banyak 

digunakan, dengan kartu ATM mencatat jumlah 

transaksi paling tinggi. Ketika pertama kali 

diperkenalkan oleh Bank Niaga pada tahun 1987, 

ATM hanya berfungsi untuk penarikan uang 

tunai. Namun, saat ini peran ATM telah meluas 

hingga dapat menggantikan fungsi uang tunai 

 
5  https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-

tips/lainnya/apa-itu-card-skimming (Diakses pada tanggal 

25 November, 2024 Pukul 00.32 WITA) 
6  Didik Eko Rusmanto, Muhammad Syaffran, Gatot Tri 

Pranoto, “Sistem Monitoring Penjadwalan Pengisian 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Pendekatan User 

Centered Design Dan Kano Di PT.XYZ Jakarta”, (Jurnal 

Sistem Informasi dan Sains Teknologi, Agustus 2022) Vol. 

4, No. 2, hlm. 2 

https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/lainnya/apa-itu-card-skimming
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dalam berbagai transaksi.7 Meningkatnya jumlah 

pengguna ATM dipengaruhi oleh semakin 

banyaknya mesin ATM yang tersedia serta 

bertambahnya jumlah bank yang tergabung dalam 

jaringan ATM. 

Fungsi dari Mesin ATM yang semakin 

beragam juga menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatnya jumlah pengguna dan diminati 

masyarakat modern. Dan untuk memberikan 

kemudahan kepada nasabah, setiap bank secara 

khusus menempatkan mesin ATM di berbagai 

lokasi yang strategis, seperti pusat perbelanjaan, 

gedung perkantoran, minimarket, dan di setiap 

tempat yang mudah diakses.8 Meskipun teknologi 

Mesin ATM telah memberikan kemudahan dan 

jaminan keamanan bagi penggunanya, tetapi 

masih terdapat beberapa kelemahan yang serius, 

yang merugikan nasabah pengguna mesin 

tersebut. 

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa “setiap orang tidak 

hanya bertanggungjawab atas kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga 

atas kerugian yang disebabkan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-

barang yang berada dibawah tanggungannya, 

atau disebabkan barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya”.9 Maka daripada itu 

pihak Bank memiliki tanggung jawab untuk 

mencegah dan menangani kasus-kasus yang 

berhubungan dengan uang atau simpanan 

nasabah, termasuk yang disebabkan oleh barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya 

yaitu Mesin ATM, dalam hal ini contoh kasus-

kasus yang sering terjadi yaitu Card Trapping. 

Kenyataannya adapun putusan pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu 

putusan nomor: 1062 PK/Pdt/2023 Agus Wandira 

dalam hal ini (termohon peninjauan kembali), 

seorang nasabah Bank Negara Indonesia (BNI), 

melakukan penarikan tunai senilai Rp500.000 dari 

ATM BNI, mengurangi saldo tabungannya dari 

Rp76.082.526 menjadi Rp75.582.526. Meskipun 

uang dan struk transaksi keluar, kartu ATM milik 

Penggugat tertelan mesin ATM. Agus mencoba 

 
7  Muhammad Muzani Zulmair, Abd Rahman, “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Automatic Teller Machine (ATM) 

Terhadap Kepuasaan Nasabah Bank Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) Polewali Mandar Kecamatan 

Wonomulyo”, (Polewali Mandar, Jurnal Penelitian 

Ekonomi Syariah dan Sosial, Mei 2019), Vol. 4, No. 1, 

hlm. 84 
8  Nurwijayanti KN, Ganjar Eko Santoso, “Analisa Jaringan 

Mesin Automatic Teller Machine (ATM) Dalam Rangka 

Pemeliharaan Di Pulau Jawa”, (Jakarta Timur, Jurnal 

Teknologi Industri, Agustus 2020) Vol. 9, No. 1, hlm. 93 
9  Pasal 1367, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menekan tombol "Cancel" tetapi kartu tetap tidak 

keluar. Ia segera menghubungi Call Center BNI 

di 1500046, namun tidak ada respons. Karena 

kejadian ini berlangsung pada hari Minggu, Agus 

melaporkannya ke Bank BNI KCP Legian Kuta 

Bali (pemohon peninjauan Kembali) pada Senin, 

23 November 2020, pukul 10.40 pagi. Di bank, 

Agus mendapati print-out buku tabungannya 

menunjukkan transaksi keluar dalam jumlah besar 

yang dilakukan berulang kali. Ia meminta 

Customer Service (CS) untuk membekukan 

rekeningnya guna mencegah transaksi lebih 

lanjut, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi 

tanpa alasan jelas, yang menyebabkan kerugian 

lebih lanjut bagi Agus. CS menyatakan bahwa 

kasus yang dialami adalah skimming dan uang 

akan dikembalikan, sambil mengarahkan Agus 

untuk membuat Surat Keterangan Kehilangan dari 

kantor polisi. 

Setelah memperoleh surat tersebut, Agus 

kembali ke BNI Legian pukul 12.30 siang untuk 

menindaklanjuti laporannya. Namun, proses 

penyelesaian masalah terkesan lamban, rumit, dan 

kurang responsif. Ketika Agus meminta rekaman 

CCTV sebagai bukti, bank hanya menunjukkan 

potongan gambar kecil yang tidak jelas, 

bertentangan dengan janji sebelumnya untuk 

memperlihatkan rekaman utuh. Pada akhirnya, 

pihak BNI yang merupakan pihak (tergugat) 

menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung 

jawab atas kasus ini, dan justru meminta Agus 

untuk mencari pelaku secara mandiri. Oleh karena 

hal tersebut Mahkamah Agung yang mengadili 

perkara tersebut memberikan putusan dalam 

pokok perkara pada tingkat kasasi yaitu bahwa: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan 

Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat 

bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara 

ini; 

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah 

perbuatan melawan hukum karena telah 

menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam 

pelayanan jasa perbankan; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar 

kerugian Materiil berupa uang sebesar Rp. 

75.582.526 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima 

Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus 

Dua Puluh Enam Rupiah) yang hilang dari 

rekening Penggugat; 

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan 

selebihnya 

6. Menghukum pemohon kasasi untuk 

membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi 
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ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah).10 

Bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 4761 K/Pdt/2022 yang telah mempunyai 

kekutan hukum tetap, pemohon kasasi 

mengajukan permohonan peninjauan kembali, 

sehingga Mahkamah Agung yang mengadili 

perkara ini memberikan putusan dalam pokok 

perkara yaitu: 

1. Menolak permohonan peninjauan Kembali 

dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Bank 

Negara Indonesia (Persero), TBK., cq PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) TBK., 

Kantor Besar (Divisi  Operasional) cq PT 

Bank Negara Indonesia (Persero), TBK., 

Kantor Cabang Legian, tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali 

untuk membayar biaya perkara dalam 

pemeriksaan peninjauan Kembali ini sejumlah 

Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 

rupiah);11 

Kejadian dari kasus pada putusan tersebut 

mencerminkan ketidakjelasan dalam penyelesaian 

masalah dan kurangnya pertanggungjawaban serta 

perlindungan terhadap nasabah. Sehingga kasus 

tersebut merupakan “perbuatan melawan hukum” 

Pasal 1365 KUHPerdata karena bank seharusnya 

bertanggungjawab penuh dalam melindungi 

nasabahnya dari kerugian yang timbul akibat 

barang yang berada di bawah tanggungan dan 

pengawasan bank. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak bank 

terhadap kasus card trapping yang dialami 

oleh nasabah? 

2. Bagaimana peran Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak bank 

yang tidak bertanggungjawab atas kasus card 

trapping yang dialami oleh nasabah? 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, 

penulis menggunakan pendekatan penelitian 

hukum normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pertanggungjawaban Pihak Bank 

Terhadap Kasus Card Trapping Yang 

Dialami Oleh Nasabah 

Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai 

perlindungan hukum terhadap nasabah atas kasus 

 
10  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Putusan Nomor 1062 PK/Pdt/2023, hlm. 5 
11  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Putusan Nomor 1062 PK/Pdt/2023, op.cit., hlm. 8 

card trapping, dan pertanggungjawaban pihak 

bank terhadap kasus card trapping yang dialami 

oleh nasabah dengan menganalisa kasus pada 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1062 

PK/Pdt/2023 antara Agus Wandira selaku nasabah 

bank BNI (penggugat) dan Bank BNI (tergugat). 

Namun tidak hanya berfokus pada analisis 

putusan ini, tetapi juga mengkaji perlindungan 

hukum terhadap nasabah dalam kasus card 

trapping secara umum, seiring dengan 

meningkatnya kejahatan perbankan di era digital. 

 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah 

Atas Kasus Card Trapping 

Bentuk perlindungan hukum diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk represif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun 

tidak tertulis dalam rangka menenggakan 

peraturan hukum.12 Perlindungan hukum bagi 

nasabah bank selaku konsumen merupakan aspek 

penting dalam industri perbankan. Seiring dengan 

perkembangan dan kompleksitas produk serta jasa 

perbankan, kebutuhan untuk melindungi 

kepentingan nasabah sebagai konsumen menjadi 

semakin mendesak. Dalam konteks kasus card 

trapping, perlindungan hukum yang memadai 

harus mencakup kewajiban bank dalam 

melindungi nasabahnya, termasuk juga melakukan 

pencegahan agar nasabah dapat terhindar dari 

kasus yang dapat merugikan nasabah itu sendiri. 

 

a. Perlindungan preventif terhadap nasabah atas 

kasus card trapping 

Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menyatakan “Setiap bank wajib menjamin dana 

masyarakat yang bersangkutan”.13 Bank adalah 

suatu wadah untuk menyimpan dana, uang yang 

disimpan dan dikelola oleh bank merupakan dana 

yang berasal dari nasabah.14 Ketentuan pada pasal 

ini menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban 

hukum untuk menjamin keamanan dan 

keberlangsungan dana yang dipercayakan 

masyarakat kepada mereka. Dalam hubungan 

antara nasabah dan bank, nasabah 

 
12  Dhoni Martien, (2023), “Perlindungan Hukum Data 

Pribadi”, Makassar: Mitra Ilmu, hlm. 25 
13  Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan 
14  Reymond Mentu, “Perlindungan Nasabah Penyimpan 

Dana Menurut Undang-Undang Perbankan Yang Berlaku 

Di Indonesia”, (Manado, Lex Privatum, 2019), Vol. 7, No. 

7, hlm. 6 
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mempercayakan dana mereka kepada bank 

dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan 

dikelola dan dijaga dengan aman. Oleh karena itu, 

apabila terjadi kejahatan seperti card trapping, di 

mana kartu ATM nasabah secara ilegal terjebak 

dalam mesin ATM dan kemudian digunakan 

untuk menguras dana tanpa sepengetahuan atau 

izin pemiliknya, maka hal tersebut menjadi bagian 

dari tanggung jawab bank untuk menjamin dan 

memastikan keamanan sistem transaksinya. 

Salah satu tujuan perlindungan konsumen 

yang terkandung pada pasal 3 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen yakni “menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 

akses untuk mendapatakan informasi”.15 

Berdasarkan pasal tersebut, pada putusan nomor 

162/Pk/Pdt/2023 yang sudah berkekuatan hukum 

tetap, terungkap bahwa Agus Wandira nasabah 

bank BNI (penggugat) yang mengalami kasus 

card trapping kembali mendatangi bank BNI 

Legian untuk menindaklanjuti laporannya. 

Namun, dalam perkembangannya, laporan 

nasabah tersebut seakan-akan tidak digubris, dan 

pihak bank tampak lalai dalam menerima laporan 

kerugian yang dialami nasabah. Akibatnya, 

penyelesaian masalah ini menjadi berbelit-belit. 

Ketika nasabah meminta rekaman CCTV secara 

utuh, pihak bank (tergugat) hanya memberikan 

sepotong gambar yang tidak jelas, yang 

bertentangan dengan janji pihak bank 

sebelumnya.16 Tindakan ini jelas bertentangan 

dengan salah satu tujuan perlindungan konsumen, 

yaitu kepastian hukum dan keterbukaan informasi 

serta akses untuk mendapatkan informasi. 

Sehingga ini merupakan pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen 

yang seharusnya dijunjung tinggi, yaitu kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi. Konsumen 

berhak mendapatkan informasi yang jelas dan 

lengkap mengenai situasi yang mereka hadapi, 

serta hak untuk mendapatkan penyelesaian yang 

adil atas kerugian yang dialami.17 

Bank sebagai penerbit Kartu ATM dan/atau 

Kartu Debet wajib menerapkan manajemen risiko 

(mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan) secara tepat guna melindungi 

nasabah dari potensi kejahatan seperti card 

 
15  Pasal 3 ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen  
16  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/ PN Dps, hlm. 22 
17  Juni Desiani dan Renti Kerti, “Perlindungan Konsumen 

Atas Informasi Yang Tidak Jelas Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen”, (Jakarta, Reformasi Hukum 

Trisakti, 2023), Vol. 5, Nomor. 1, hlm. 169 

trapping dengan pemasangan perangkat anti-

skimming, peningkatan pengawasan terhadap 

mesin ATM melalui CCTV dan patroli rutin, serta 

edukasi kepada nasabah mengenai langkah-

langkah keamanan dalam bertransaksi, sehingga 

keamanan transaksi dan kepercayaan nasabah 

terhadap layanan perbankan tetap terjaga. 

 

b. Perlindungan respresif terhadap nasabah atas 

kasus card trapping 

Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan 

salah satu bentuk perlindungan nasabah dalam 

rangka menjamin hak-hak nasabah. Pengaduan 

nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti 

berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank 

dalam jangka panjang sehingga dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat.18 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang 

Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa 

Keuangan menyebutkan pengaduan adalah 

ungkapan ketidakpuasan nasabah yang 

disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial 

pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau 

kelalaian bank.19 

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan 

yang diajukan nasabah atau perwakilan nasabah 

berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK/07/2018 

pada pasal 3 yang melalui prosedur tertulis yang 

meliputi penerimaan pengaduan; penanganan dan 

penyelesaian pengaduan; serta pemantauan 

penanganan dan penyelesaian pengaduan.20 

Nasabah yang mengalami kerugian atas kasus 

card trapping, mewajibkan bank karena kesalahan 

dan kelalaiannya untuk menyelesaikan setiap 

pengaduan nasabah yang diajukan nasabah seperti 

kasus card trapping 

 

2. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Bank 

Terhadap Kasus Card Trapping Yang 

Dialami Oleh Nasabah 

a. Konsep Pertanggungjawaban Pihak Bank 

Terhadap Kasus Card Trapping Yang 

Dialami Oleh Nasabah Berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata  

Vicarious liability merupakan salah bentuk 

pertanggungjawaban hukum mutlak (strict 

 
18  Herdian Tarigan dan Darminto Paulus, “Perlindungan 

Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan 

Layanan Perbankan Digital”. (Semarang, Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia, 2019), Vol. 1, No. 3, 

hlm. 303 
19  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen 

di Sektor Jasa Keuangan 
20  Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen 

di Sektor Jasa Keuangan 
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liability), adalah suatu tanggung jawab hukum 

yang dibebankan kepada pelaku perbuatan 

melawan hukum tanpa melihat apakah yang 

bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu 

mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam 

hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung 

jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan 

perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan 

sengaja dan tidak pula mengandung unsur 

kelalaian, kurang kehati-hatian, atau 

ketidakpatutan.21  

Salah satu bentuk vicarious liability adalah 

teori tanggung jawab atasan (Respondeat 

Superior), yang diatur dalam Pasal 1367 

KUHPerdata. Dalam hal ini, majikan bertanggung 

jawab atas perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh pekerjanya dalam menjalankan 

tugas yang diberikan oleh majikan.22 

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan 

bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian 

yang disebabkan oleh bawahannya23, menurut 

Moegni Djojodirdjo, terdapat beberapa hal yang 

mengakibatkan adanya tanggung jawab majikan 

ini, yaitu adanya perjanjian kerja dan tidak adanya 

ikatan kerja namun adanya penyerahan pekerjaan 

dari orang yang memimpin sendiri 

pekerjaannya.24 

Pada kasus ini Agus Wandira sebagai 

nasabah melaporkan kasus yang terjadi padanya 

yaitu card trapping dan meminta pihak bank untuk 

segera membekukan rekening demi mencegah 

terjadinya transaksi tanpa sepengetahuan dan 

persetujuannya juga agar tidak ada kerugian yang 

lebih besar, namun pegawai bank yang bertugas 

sebagai customer service menolak atau tidak 

dapat melakukan tindakan tersebut tanpa alasan 

yang jelas25, maka kelalaian tersebut dapat 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 

hukum karena telah mengakibatkan kerugian 

nyata bagi nasabah. 

Dalam kasus ini, pegawai customer service 

sedang menjalankan fungsinya sebagai wakil dari 

bank dalam melayani keluhan nasabah. Ketika ia 

gagal menjalankan kewajiban hukum dan 

 
21  Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, (2011), “Kompilasi 

Hukum Perikatan”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 

173  
22  Namira Albabana, “Pertanggungjawaban Hukum Bank 

Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang 

Terkena BI Checking”, (Studi Putusan No. 

15/Pdt.G/2015/PN WNO)”, (Jakarta, Jurnal Esensi Hukum, 

2020), Vol. 2, No. 1, hlm. 59 
23  Pasal 1367 ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
24  Moegni Djojodirdjo, op.cit., hlm. 128 
25  Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Putusan Nomor 149/Pdt.G/PN DPS, op.cit., hlm. 
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profesionalnya untuk melindungi hak dan dana 

nasabah dengan menolak pembekuan rekening 

tanpa alasan yang proporsional dan mendesak, 

maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk 

kelalaian dalam pelayanan yang menimbulkan 

kerugian nyata bagi nasabah. Kelalaian ini bukan 

hanya mencoreng reputasi pegawai sebagai 

individu, tetapi juga membuka ruang tanggung 

jawab hukum bank sebagai korporasi (badan 

hukum). Maka tanggung jawab tidak hanya jatuh 

pada pelaku langsung (pegawai customer service), 

tetapi juga kepada pihak yang menaunginya, yaitu 

bank sebagai pemberi kerja atau majikan.  

Inilah esensi dari vicarious liability, majikan 

(dalam hal ini bank) bertanggung jawab atas 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

pegawainya selama pegawai tersebut bertindak 

dalam kapasitas jabatannya atau saat menjalankan 

tugasnya,26 sehingga bank tetap dapat dimintai 

ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. 

Selain itu, dalam kasus card trapping pada 

mesin ATM, meskipun perbuatan melawan 

hukum dilakukan oleh pihak ketiga (misalnya 

pelaku kriminal yang memasang alat perangkap 

kartu), namun pihak bank tetap dapat dimintai 

pertanggungjawaban berdasarkan teori vicarious 

liability, karena ATM adalah barang atau alat 

yang berada sepenuhnya di bawah penguasaan 

dan pengawasan bank. Sebagai penyedia jasa 

layanan keuangan, bank memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga keamanan dan kenyamanan 

nasabahnya dalam bertransaksi, termasuk 

memastikan bahwa fasilitas ATM tidak menjadi 

sarana kejahatan.27 

Kegagalan bank dalam melakukan tindakan 

preventif seperti tidak memasang sistem 

pengawasan, tidak melakukan pemeliharaan rutin, 

atau tidak memberikan informasi yang memadai 

kepada nasabah, dapat dianggap sebagai kelalaian 

yang menimbulkan dasar pertanggungjawaban 

secara hukum.  

 

b. Konsep Pertanggungjawaban Pihak Bank 

Terhadap Kasus Card Trapping Yang 

Dialami Oleh Nasabah Berdasarkan UU 

Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 3 

ayat (6) Perlindungan Konsumen bertujuan untuk 

 
26  Lana Afiftania dan Dian Anugerah, “Penerapan Prinsip 

Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan 

Terbatas”, (Surabaya, Notaire, 2022), Vol. 5, No. 3, hlm. 

417  
27  Felix Liewellyn, Ni Ketut Dharmawan, Ni Putu Purwanti, 

“Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait 

Penarikan Uang Palsu Pada ATM”, (Bali, Kertha Semaya: 

Jurnal Ilmu Hukum, 2019), Vol. 8, No. 1, hlm. 10 
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“meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa 

yang menjamin kelangsungan usaha produksi 

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan konsumen”.28 

Berdasarkan ketentuan tersebut, bank sebagai 

pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan 

memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga, 

memelihara, dan meningkatkan kualitas sarana 

layanan yang dimilikinya, termasuk di dalamnya 

adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 

yang merupakan bagian integral dari pelayanan 

jasa perbankan kepada konsumen.  

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen 

mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan atau 

kerugian yang dialami konsumen akibat barang 

atau jasa yang ditawarkan. Ganti rugi ini dapat 

berupa pengembalian uang, penggantian barang 

atau jasa, atau perawatan kesehatan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan 

dalam waktu 7 hari setelah transaksi. Namun, 

pemberian ganti rugi ini tidak menghapuskan 

kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti ada 

kesalahan. Ganti rugi juga tidak berlaku jika 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 

kesalahan disebabkan oleh konsumen.29 

Jadi sebagai lembaga keuangan yang 

memiliki tanggung jawab atas layanan yang 

ditawarkan, bank wajib bertanggung jawab dan 

memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami 

oleh nasabah akibat penggunaan barang atau jasa 

yang disediakan oleh bank, termasuk mesin ATM, 

yang menyebabkan hilangnya dana atau uang 

nasabah.30 

 

c. Konsep Pertanggungjawaban Pihak Bank 

Terhadap Kasus Card Trapping Yang 

Dialami Oleh Nasabah Berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan 

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa 

Keuangan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen 

dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pasal 

36 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan wajib menjaga keamanan dana dan/atau 

 
28  Pasal 3 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 
29  Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 
30  Mohammad Dluha dan Yusi Ariska, “Bentuk Perlindungan 

Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet 

Banking Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen”, (Probolinggo, Justness 

Jurnal Hukum Politik dan Agama, 2021), Vol. 1, No. 2, 

hlm. 111 

aset konsumen yang berada dalam tanggung 

jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.31 Bank wajib 

menjaga keamanan simpanan dana nasabah 

karena selain merupakan kewajiban utama bank,32 

nasabah juga telah menaruh kepercayaan kepada 

bank untuk mengelola dan menyimpan dananya 

berdasarkan prinsip kepercayaan yang menjadi 

dasar hubungan perbankan. Selain itu pada pasal 8 

juga menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian 

konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau 

kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja 

untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.33 

Diatur lebih lanjut dalam pasal 39 bahwa Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan 

instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian atara 

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.34 Apabila pegawai bank, dalam hal ini 

customer service, bersikap lalai dalam menangani 

permintaan nasabah untuk membekukan rekening 

saat terjadi kasus card trapping tanpa alasan yang 

jelas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 

39, pihak bank sebagai Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian 

yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut, karena 

tanggung jawab tersebut mencakup kesalahan 

dan/atau kelalaian pegawai yang bekerja untuk 

kepentingan bank. 

 

d. Konsep Ganti Rugi Terhadap Perbuatan 

Melawan Hukum 

Bentuk dari Ganti rugi terhadap perbuatan 

melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah 

sebagai berikut: 

1) Ganti rugi nominal.  

2) Ganti rugi kompensasi (compensatory 

damages).  

3) Ganti rugi penghukuman (punitive damages).  

Dalam kasus pada putusan nomor: 1062 

PK/Pdt/2023 yang sudah berkekuatan hukum 

tetap, mahkamah agung memberikan putusan atas 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak 

 
31  Pasal 36, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 
32  Gentur Setiono, Irham Rahman, Erisa Anafa, dkk, 

“Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan 

Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan, (Kediri, Jurnal 

Transparansi Hukum, 2022), Vol. 5, No. 1, hlm. 68 
33  Pasal 8, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 
34  Pasal 39, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 
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bank BNI (tergugat), yaitu dengan menghukum 

tergugat untuk membayar kerugian materiil 

berupa uang sebesar Rp. 75.582.526 (Tujuh Puluh 

Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu 

Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang hilang 

dari rekening Agus Wandira (Penggugat). Dan 

menghukum pihak bank BNI (Pemohon Kasasi) 

untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat 

kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah).35 Serta pada Tingkat kasasi yakni 

menghukum pihak bank BNI (Pemohon 

Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya 

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali 

ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus 

ribu rupiah).36  

 

B. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan Terhadap Pihak Bank Yang 

Tidak Bertanggungjawab Atas Kasus Card 

Trapping Yang Dialami Oleh Nasabah 

1. Peran Bank Indonesia Terhadap Bank 

Yang Tidak Bertanggungjawab Atas Kasus 

Card Trapping Yang Dialami Oleh Nasabah 

Dalam Bank Indonesia, mekanisme 

penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank 

ditempuh melalui dua tahap. Pertama, bank wajib 

menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan 

nasabahnya secara mandiri. Kedua, apabila 

sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, 

nasabah bank dapat mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa melalui mediasi yang 

difasilitasi oleh Bank Idnonesia.37 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank 

Indonesia, pada pasal 52, menyatakan bahwa jika 

konsumen tidak setuju dengan hasil penyelesaian 

yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana 

diatur dalam pasal 38 ayat (1) konsumen dapat 

mengajukan pengaduan kepada Bank Indonesia, 

membawa sengketa ke lembaga atau badan 

penyelesaian sengketa, atau menggugat sengketa 

tersebut ke pengadilan.38  

Dalam kasus card trapping, apabila pihak 

bank tidak menangani pengaduan nasabah dengan 

responsif, lamban dalam penanganannya, atau 

bahkan melepaskan tanggung jawab dengan 

meminta nasabah mencari sendiri pelaku card 

 
35  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Putusan Nomor 1062 PK/Pdt/2023, loc.cit., hlm. 5 
36  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Putusan Nomor 1062 PK/Pdt/2023, loc.cit., hlm. 8 
37  Herliana, “Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana 

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan”, 

(Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, 2010), Vol. 22, No. 

1, hlm. 5 
38  Pasal 52, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia 

trapping sebagaimana terjadi dalam kasus pada 

putusan ini maka nasabah berhak untuk terlebih 

dahulu mengajukan pengaduan kepada Bank 

Indonesia sebelum menempuh upaya penyelesaian 

melalui jalur pengadilan. Bank Indonesia berperan 

dalam berperan sebagai pihak yang memberikan 

layanan konsultasi serta bertindak sebagai 

fasilitator antara nasabah dan bank guna 

mendorong penyelesaian sengketa secara adil, 

transparan, dan efisien. 

Sanksi Hukum Bank Indonesia Terhadap 

Pihak Bank Yang Tidak Bertanggungjawab Atas 

Kasus Card Trapping Yang Dialami Oleh 

Nasabah. Sanksi adalah sebuah hukuman yang 

diberikan karena yang bersangkutan gagal 

mematuhi hukum, aturan, atau perintah.39 Bank 

Indonesia memiliki kewenangan dalam 

memberikan sanksi kepada pihak bank yang tidak 

bertanggungjawab terhadap kasus card trapping 

yang dialami oleh nasabah 

Bank memiliki kewajiban hukum untuk 

bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau 

kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya dalam 

menangani pengaduan kasus card trapping yang 

dialami oleh nasabah, sejalan dengan prinsip 

tanggung jawab lembaga keuangan dalam 

memberikan perlindungan maksimal terhadap 

hak-hak nasabah. Ini sejalan dengan pasal 42 ayat 

(1) dan ayat (4) PBI Nomor 3 Tahun 2023 

mengatur bahwa penyelenggara wajib 

bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang 

timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau 

pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh 

direksi, dewan komisaris, pengurus, pegawai, atau 

pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan 

penyelenggara. Jika penyelenggara tidak 

memenuhi kewajiban tersebut, mereka dapat 

dikenai sanksi administratif, seperti peringatan 

tertulis, pembatasan produk atau layanan, 

pembekuan usaha, pemberhentian pengurus, 

denda administratif, atau pencabutan izin usaha 

dan/atau produk dan layanan.40 

Dalam rangka memberikan perlindungan 

maksimal kepada konsumen, pihak bank selaku 

penyelenggara jasa keuangan wajib mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 pada 

ayat (1) dan (2) PBI Nomor 3 tahun 2023  bahwa 

penyelenggara wajib mematuhi seluruh ketentuan 

 
39  https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-

hukum-pidana--perdata--dan-administratif-

It4be012381c490/ (Diakses pada tanggal 26 April, 2025 

Pukul 21.27 WITA) 
40  Pasal 42 ayat (1) dan (4), Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank 

Indonesia 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-It4be012381c490/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-It4be012381c490/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-It4be012381c490/
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peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan konsumen. Jika kewajiban ini tidak 

dipenuhi, penyelenggara dapat dikenai sanksi 

administratif, seperti peringatan tertulis, 

pembatasan atau pembekuan produk, layanan, 

atau kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, 

denda administratif, hingga pencabutan izin 

produk, layanan, atau izin usaha secara 

keseluruhan.41 

Bank Indonesia secara umum hanya bisa 

memberikan sanksi administratif kepada setiap 

bank yang tidak menjalankan kewajibannya 

berdasarkan aturan yang berlaku, karena 

kewenangan yang dimilikinya terbatas pada 

pengaturan dan pengawasan di bidang moneter 

dan sistem pembayaran.42 

 

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Bank Yang Tidak Bertanggungjawab Atas 

Kasus Card Trapping Yang Dialami Oleh 

Nasabah 

Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen 

di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) memiliki peran penting dalam menangani 

pengaduan yang diajukan oleh nasabah, termasuk 

kasus card trapping yang marak terjadi pada 

layanan perbankan43 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan pada pasal 40 menyatakan 

bahwa “(1) Konsumen dapat menyampaikan 

pengaduan yang berindikasi sengketa antara 

pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen 

Otoritas Jasa Keuangan. (2) Konsumen dan/atau 

masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang 

berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, 

dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang 

membidangi edukasi dan perlindungan 

konsumen.44 Lebih lanjut pada Pasal 41 

menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 
41  Pasal 44 ayat (1) dan (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank 

Indonesia 
42  Henlia Rejeki, “Peralihan Kewenangan Bank Indonesia 

Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan 

Hukum Positif Di Indonesia”, (Banten: PA L Rev Jou Rnal 

Of Law, 2022), Vol. 5, No. 1, hlm. 43 
43  Syukron, “Peran OJK Dalam Melindungi Konsumen Dan 

Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”, (Cirebon, 

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2022), Vol. 8, 

No. 2, hlm. 196 
44  Pasal 40 ayat (1) - (3), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan 

dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan 

konsumen yang berindikasi sengketa di sektor 

jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (1), dengan syarat tertentu. 

Pengaduan hanya dapat difasilitasi jika konsumen 

mengalami kerugian finansial, dengan batas 

maksimal Rp500 juta untuk sektor seperti 

perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi 

jiwa, pembiayaan, pegadaian, atau penjaminan, 

dan Rp750 juta untuk asuransi umum. Konsumen 

juga wajib mengajukan permohonan tertulis 

disertai dokumen pendukung. Selain itu, 

pengaduan harus sudah ditangani oleh pelaku 

usaha jasa keuangan, namun belum menghasilkan 

solusi yang diterima konsumen atau telah 

melebihi batas waktu penanganan. Pengaduan 

tidak boleh sedang atau pernah diselesaikan oleh 

pengadilan, arbitrase, atau lembaga mediasi 

lainnya, harus bersifat keperdataan, belum pernah 

difasilitasi oleh OJK, dan diajukan dalam waktu 

maksimal 60 hari kerja sejak surat hasil 

penyelesaian pengaduan diterima oleh 

konsumen.45 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki 

kewenangan untuk memberikan sanksi kepada 

pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai 

bentuk upaya penegakan hukum dan perlindungan 

konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022 

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat 

di Sektor Jasa Keuangan, pada pasal 36 

menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan 

wajib menjaga keamanan dana, dan/atau aset 

konsumen yang berada dalam tanggung jawab 

Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.46 Tetapi apabila 

pihak bank tidak bertanggung jawab atas kerugian 

dana nasabah yang timbul akibat kasus card 

trapping, maka tindakan tersebut merupakan 

pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur 

dalam pasal ini.  

OJK hanya dapat memberikan sanksi 

administratif karena tugasnya terbatas sebagai 

pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011. OJK berwenang mengawasi, memeriksa, 

dan menyidik secara administratif pelaku usaha 

jasa keuangan yang melanggar ketentuan.47 

 

 
45  Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan 
46 Pasal 36, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 
47 https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx 

(Diakses pada tanggal 8 Mei, 2025 Pukul 23.37 WITA) 

https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah 

didasarkan pada prinsip kehati-hatian, 

transparansi, dan tanggung jawab bank 

sebagai penyelenggara jasa keuangan. 

Perlindungan ini bertujuan memberikan rasa 

aman serta memastikan hak-hak nasabah 

terlindungi dari kerugian akibat kejahatan 

kartu, khususnya card trapping. Berdasarkan 

tinjauan yuridis terhadap 

pertanggungjawaban, bank wajib 

menanggung kerugian nasabah berdasarkan 

KUHPerdata (Pasal 1365 dan 1367), Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, PBI Nomor 

14/2/PBI/2012, dan POJK Nomor 

6/POJK.07/2022. Bank harus membuktikan 

penerapan standar keamanan yang memadai. 

Jika ditemukan kelalaian, bank berkewajiban 

memberikan ganti rugi, baik berupa ganti rugi 

materiil, kompensasi immateriil, maupun 

ganti rugi penghukuman (punitive damages) 

sebagai bentuk pertanggungjawaban preventif 

dan represif. 

2. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan dalam kasus card trapping yang 

dialami oleh nasabah seperti penyelesaian 

pengaduan nasabah, menegakkan regulasi, 

serta memberikan sanksi kepada bank yang 

lalai melindungi nasabah. Melalui koordinasi 

yang sinergis, seperti pertukaran data, 

penyusunan regulasi bersama, dan kerja sama 

penanganan kasus, BI dan OJK dapat 

memperkuat perlindungan konsumen. Kedua 

Lembaga ini dalam menghadapi kasus card 

trapping bersifat saling melengkapi, dengan 

Bank Indonesia berfokus pada sistem 

pembayaran dan OJK pada perlindungan 

konsumen serta pengawasan pelaku usaha 

jasa keuangan. 

 

B. Saran 

1. Sebagai penyelenggara jasa sistem 

pembayaran, bank diharapkan meningkatkan 

keamanan transaksi, khususnya dalam 

penggunaan ATM dan kartu pembayaran. 

Penerapan teknologi yang lebih aman, 

pengawasan ketat terhadap ATM, 

pemeliharaan rutin, serta penguatan sistem 

keamanan seperti CCTV dan keberadaan 

petugas keamanan, perlu dilakukan, terutama 

di lokasi dengan lalu lintas transaksi tinggi. 

Bank juga perlu memperkuat mekanisme 

pengaduan dan penyelesaian sengketa secara 

cepat, transparan, dan adil untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat. Serta, peningkatan 

edukasi nasabah melalui kampanye literasi 

keamanan transaksi dan pemasangan papan 

peringatan di lokasi ATM penting untuk 

mencegah kejahatan card trapping. 

2. OJK dan BI diharapkan memperketat 

pengawasan terhadap kepatuhan bank dalam 

penerapan prinsip perlindungan konsumen, 

serta meningkatkan proses pemeriksaan dan 

evaluasi terhadap sistem keamanan bank, 

khususnya yang berkaitan dengan transaksi 

berbasis kartu. Perlu juga dilakukan 

peningkatan kerja sama antara OJK dan BI 

dalam merumuskan regulasi/peraturan terkait 

kasus card trapping sebagai langkah strategis 

untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap 

nasabah, guna memberikan kepastian hukum 

terhadap masyarakat di sektor jasa keuangan. 
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